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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam pembahasan dan hasil penelitian mengenai pembentukan 

daerah otonom baru tentang studi rencana pembentukan Kabupaten Jampang, 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Proses rencana pembentukan Kabupaten Jampang sudah sesuai dengan 

ketentuan syarat administratif, syarat tekhnis dan syarat fisik kewilayahan 

yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Pemerintan Nomor 78 Tahun 2007 

tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabngan Daerah. 

Kemudian secara persyaratan dengan melihat dokumen terkait proses 

pemekaran Kabupaten Sukabumi merupakan pembahasan awal yang akan 

dibentuk yaitu Kabupaten Jampang bukan Sukabumi Utara. Dapat 

dibuktikan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sukabumi pada tanggal 

05 Maret 2007 dengan Nomor 061/67/BaPP perihal Hasil Studi Kelayakan 

Pemekaran Wilayah Kabupaten Sukabumi dan Keputusan DPRD 

Kabupaten Sukabumi Nomor 130/188/RT tentang Pemekaran Wilayah 

Kabupaten Sukabumi.  

2. Kendala dalam rencana pembentukan Kabupaten Jampang adalah: 

a) Kendala Internal yang menimbulkan reaksi masyarakat Jampang 

karena tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait 
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pemekaran, malah kemudian menghilangkan Jampang dari 

pembahasan dengan memunculkan Sukabumi Utara yang akan 

dibentuk lebih awal. Padahal dari dokumen yang didapat penulis 

terkait rencana pembentukan kabupaten Jampang sudah memenuhi 

syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2007 ketika itu. Selain itu ada tanda tanya besar ketika dilakukan 

penelitian saat mewawancarai kepala Bagian Tata Pemerintahan yang 

tidak tahu terkait proses awal pemekaran Kabupaten Sukabumi. 

Kemudian penulis juga memberi asumsi terkait wilayah selatan 

Kabupaten Sukabumi atau daerah Pajampangan merupakan daerah 

berpotensi baik dari pariwisata, pertambangan, pertanian dan 

kebudayaan sehingga jika dilepas menjadi daerah otonom baru 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi akan berkurang.  

b) Kendala Eksternal yang merupakan kendalam dalam rencana 

pembentukan Kabupaten Jampang yaitu lemahnya lining sektor 

politik, pemerintah tidak menindaklanjuti hasil Kajian Akademik 

LPM UNPAD dan yang paling mendasar yaitu adanya moratorium 

yang dikeluarkan pemerintah pusat. Selain moratorium kemudian 

perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 

2014 tentang pemerintahan daerah turut menjadi persoalan juga dalam 

realisasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten 

Jampang, dimana Peraturan Pemerintah sebagai aturan tekhnis belum 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 
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3. Upaya mengatasi kendala dalam rencana pembentukan Kabupaten 

Jampang penulis menyimpulkan dari hasil penelitiannya yaitu, secara 

mendasar upaya yang perlu dipersiapkan oleh penggerak/aktivis dan 

masyarakat yang menginginkan Kabupaten Jampang terbentuk, penulis 

beranggapan yang penting dipersiapkan selain aspirasi masyarakat dan 

persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang beserta peraturan 

pelaksananya (PP), juga penting dipersiapkan disetiap lining sektor politik, 

baik itu di eksekutif ataupun legislatif, karena faktor politik merupakan 

penentu suatu kebijakan.      

 

B. Saran 

1. Menjaga agar benar-benar proses rencana pembentukan Kabupaten 

Jampang kedepannya menjadi lancar, penulis menyarankan agar 

secepatnya melakukan komunikasi dan kordinasi kepada pemerintah 

daerah terkait regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah yang berpengaruh bagi keberlangsungan rencana pembentukan 

Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Jampang serta memperkuat data-

data yang dapat menjadi pembenar dalam berargumen mengapa 

pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Jampang harus 

dilakukan. 

2. Pemerintah daerah sebaiknya dalam melakukan pelayanan terkait aspirasi 

masyarakat tidak terjadi tebang pilih, artinya dalam mengurus proses 

administrasi pelayanan publik dilakukan secara adil dan tidak memihak. 
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3. Seluruh elemen yang terkait dalam pembentukan Daerah Otonom Baru 

(DOB) sebaiknya terbuka, memberi solusi dan penjelasan kepada 

masyarakat supaya bisa sama-sama bersinergi dalam tujuan yang tidak 

berdasarkan kepentingan kelompok belaka.  
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